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Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang dari sekelompok orang dalam 

jumlah tertentu dan kemudian dibagikan secara teratur menggunakan sistem undi. 

Kegiatan ini melibatkan pengumpulan uang atau barang secara teratur, diikuti 

dengan undian untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Arisan dapat berupa 

arisan uang, arisan barang, atau arisan spiritual, dan memiliki manfaat seperti 

mempererat tali silaturahmi, membantu masalah anggota, dan menyisihkan 

sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan. Seiring berkembangnya zaman 

dan teknologi maka sekarang arisan pun dapat dilakukan melalui platform media 

sosial yang saling berjauhan dan pesertanya pun bisa dari berbagai daerah. Arisan 

yang dilakukan dengan internet melalui media sosial dpaat disebut juga arisan 

online.  

Untuk mengikuti arisan online seseorang perlu mendaftar terlebih dahulu di grup 

arisan online yang di inginkan. Setelah mendaftar, owner akan meminta anggota 

arisan untuk menyetorkan uang sejumlah tertentu sebagai tanda jadi. Uang tanda 

jadi tersebut nantinya akan dikumpulkan oelh penyelenggara arisan dan kemudian 

dibagikan kepada anggotanya yang telah terpilih melalui sistem undian. Tetapi 

perlu di ingat bahwa arisan online rentan terhadap penipuan. Oleh karena itu, 

pentingnya untuk memahami cara kerja arisan online tersebut dan memilih yang 

aman serta terpercaya.   

Perjanjian arisan online memiliki keabsahan hukum yang sah dan mengikat bagi 

kedua belah pihak yang terlibat. Keabsahan ini didasarkan pada Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menetapkan syarat sahnya 

perjanjian. Yaitu, adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, kecakapan untuk 

membuat suatu perjanjian, mengatur hal tertentu yang akan dijamin, serta perjanjian 

harus berdasarkan sebab yang halal dan tidak melanggar hukum. Dengan memenuhi 

syarat-syarat ini, perjanjian arisan online dianggap sah dan mengikat. Jika terjadi 

wanprestasi, maka akan timbul akibat hukum seperti ganti rugi, pembatalan 

perjanjian, peralihan resiko, dan pembayaran biaya perkara. Oleh karena itu, 

perjanjian arisan online harus dilakukan secara tertulis dan memenuhi syarat-syarat 

hukum untuk memastikan keabsahan dan keamanannya. Lalu bagaimana 

perlindungan hukum bagi korban arisan online yang mengalami kerugian, maka 

sudah diatur di dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian 

biaya ganti rugi jika terbukti lalai dalam memenuhi perikatannya. Selain ganti rugi, 

penyelesaian sengketa dalam arisan online dapat dilakukan melalui pengadilan 

perdata.  
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ABSTRAK 

Era revolusi industri 4.0 mengedepankan transaksi tanpa tatap muka. Arisan online 

salah satunya, yaitu produk dariera tersebut karena kespakatan dan transaksi yang 

dilakukan melalui media sosial. Arisan online yang dilakukan melalui media sosial 

saat ini sedang digemari oelh semua golongan.   

Tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui serta 

menyimpulkan bagaimana keabsahan sebuah perjanjian yang ada pada arisan online 

dan untuk menegtahui bentuk perlindungan hukum dalam arisan online tersebut, 

yang mana bahwa perlindungan hukum bagi anggota arisan online sangat penting 

untuk memastikan keamanan dan kepastian dalam bertransaksi. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif  menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan konsepsual melalui analisis teks secara sistematis.  

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, keabsahan suatu 

perjanjian arisan online dikatakan aman dan memenuhi syarat sahnya suatu 

perjanjian walupun hanya dibuat secara lisan dan tidak tertulis secara otentik. 

dikarenakan arisan online ini pelaksanaannya melaui media sosial maka untuk 

mendapatkan kesepatakan pada arisan online dilakukan melaui media sosial seperti 

telegram, WhatsApp, instagram, messanger, facebok dll. Kedua, perlindungan 

hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian sudah ada 

pengaturan atau Undang-Undang yang mengaturnya di dalam Pasal 1267 KUH 

Perdata mengenai perikatan yang tidak dipenuhi, Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, serta Pasal 36 dan 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. 
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